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TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

fu'len imban g

Mengingat

4.

3,

2,

1 ,

bahwa sebagar pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor'178 Tahun
2000, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerla
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makan an;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara iahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495);
Pera turan  Pemer in tah  Nomor  25  Tahun 2000 ten tang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Olonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomot 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Kepulusan Presiden Nr.rrror 166 Tahun 200C tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
42 lahun 2001 ;
Keputusan Presiden Ncrmor 178 Tahun 2000 tentang Susunan
Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen,
sebagaimana telah beberapa kal i  diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 20C1;

l\4emperhatikan I Persetujuan N'lenteri Negara PendayagunaanAparaturNegaradalam
surat Nomor 1 1 9/l\.4. PAN/5/2001 tanggal 11 Mei 2001;



MenetaPkan

BADAN PENGAfIAS OBAT DAN MAKANAN

MElt'luTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN

PTNXIruNN iETTNUC ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

iri'ilisaHa TEKNIs Dl LINGKUNcAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN,

BAB I
KEDUDUIiAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal I

{1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan lMakanan' adalah

unit pelaksana teknls Badan Pengawas Obat dan l'/akanan d.i bidang pengawasan

obat dan makanan, yang berada di bawah dan benanggur)g jawab kepada Kepala

Badan, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh para Deputi dan secara
administrasi dibina oleh Sekrelarrs Utama Badan,

(2) Unit Pelaksana Teknis ll llngkungan Badan Pengawas Obat dan lMakallan dipimpin
oleh seorang KePala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempLnyai
tugas melaksanakan kebi lakan di  bldang pengawasan produk terapet ik '  narkot ika,
psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen' keamanan
pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2' Unlt Pelaksana Tekn s
di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan iungsi
a. penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanani .
b. pelaksanaan pemenksaan secara laboratorium, pengulian dan penilaian mutu produk

lerapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, pr0duk
komplimen, pangan dan bahan berbaha!'a;

c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium' pengujian dan penilaian mutu pr0duk secara
mikrobiologii



e.
f.

s.
h .
i .
J

d .
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pelaksanaan pemeriksaan seternpat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada

sarana produksi dan diskibusii
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggararr huKumi
pelaksanaan sertifikasl produk, sarana proouksidan distribusi tertentu yang ditetapkan

oleh Kepala Badan;
pelaksanaan kegiatan layanan inlormasl Konsumen;
evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
pelaksanaan urusan tala usaha dan kerumahtanggaan;
pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan olell Kepala Badan, sesuai dengan bidang

tuoasnva.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis dr lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari :

a.  Balai  Besar Pengawas Obatdan Makanan;
b. Balai Pengawas Obat dan flakanan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertafna
Balai  Besar Pengawas 0bat dan lv lakanan

Pasal 5

Balai Besar Pengawas Obatdan i\,4akanan terdiridari I
a. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Komplimen;
b. Bidang Pengujian Pangan dan Eahan Berbahaya;
c Bidang Pergrj'a', V krobiolog.
d. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
e. Bidang Senifikasi dan Layanan lnformasi Konsumen;
f. Subbagian Tata Usaha;
g. Kelompok Jabatan Fu'gsio1a.
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Pasal 6

Bidang Pengujian Produk Teiapetik' Narkotika, 0bat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Komplimen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan;encana dan program serta

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pcmeriksaan secara laborator ium,
pengulian dan penilaian mulu di bidang produk terapetik, narkotjka' obat kadisional,
kosmetik dan produk komPlimen.

Pasal 7

Bidang Penguj ian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyaL tugas melaKsanaKan
penyusunan rencana dan progran'r serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan
pemeriksaan secara laboratorium, penguiian dan penila an mutu di bidang pangan dan
bahan berbahaya.

Pasal 8

Bidang Pengujian lMikrobiologi mernpunyaitugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksana3n pemeriksaan secara
laboratorium, pengujian dan penilaian mutu seoara mikiobiolog

Pasal 9

Bidang Pemeriksaan dan Penyidtkan mempunvai tugas melaksanakan penyusunan
rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan
setempat, pengalTbi lan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi,
distribusi dan instansi kesehataf seria penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang
produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obst tradisional, kosmetik,
produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalanl Pasal 9, Bidang Pemeriksaan
dan Penyidikan menyelenggarakan frngsi :
a. penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan;
b. 0elaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan ccntoh dan pemeriksaan sarana

produksi, distribusi dan instansl kesehatan di biiang prcduk terapetik, narkotika'
osikotro0ika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmelik dan prcduk komplimenl



c ,

Pasal 11

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :

Seksl Pemeriksaan;
Seksi Penyidikan.

Pasal 12

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat '

pengambilan contoh untuk pengujian, peme riksaan . saiana, produksi ian distribusi

iroo"* terapetlt<, narkotika, pslkotropika dan zal adiktifiain' obat tradisional' kosmetik

produk kompl imen; pangan dan bahan berbahaya'

Seksi Penyidlkan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus

oelanqqaran hukum di bidang produiterapetik, narkotlka, psikotropika dan zat adiktif

Lin. o"out ti'.O,rionut, kosmetik' produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya'
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oelaksanaan pemeriksaan setempat' pengambilan c0ntoh dan pemeriksaan sarana

oroduksi dan d;stribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya:

i.irltrntun penyidikan ternadap kasus pelanggaran huk'tm;

!uufu.ri oun p.nyrsun.n laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan'd .
e.

b .

(2)

( 1 )

Pasal 13

Bidang Sedifikasi dan Layanan Inlormasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan

p.nyrirntn rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan lap0ran pelaKsanaan

lertifkasi produk, sarana produksidan distrjbusi tertentu d3n layanan informasi k0nsumen.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas seb3gaimana dimaksud dalam Pasal 13' Bidang Sertifikasi

dan Layanan Info'nasi Kons,lnen menye le ngg arake n ILngsl :

a. penyusu nan rencana dan program se ifikasi prod uk d an layanan informasi konsumen;

b. oeliksanaan serlifikasi produk, sarana produksi dan distribust tertentu;

c. pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen;
d. lvaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi prod uk darr layanalt inlormasikonsumen



( 1 )

t2)
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Pasal 15

Bidang Sertifikasidan Layanan lnformasi Konsumen terdiri dari I
a. Seksi Sertiflkasi;
b, Seksi Layanan Informasi Konsumen.

Pasal 16

Seksi Sertiflkasi mempunyai tugas melakukan sertiflkasi produk, sarana produksi
dan distribusi tertentu.
SeksiLayanan InformasiKonsumen mempunyaitugas rnelakukan ayanan informasi
konsumen.

Pasal 17

Subbagian Tata Usaha mempunyaitugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi
di lingkungan Balai Besar,

Pasal 18

Peilgawasan obat dan makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh Satuan
Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan |l4akanan yang belanggung jawab kepada Kepala
Balai Besar Pengawas Obat dan lUakanan melalui Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan.

Bagian Kedua
Baiai Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 19

Balai Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari :
a, Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, 0bat Tradisional, Kosmetik dan Produk

Komplimen;
b. Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya;
c. Seksi Pengujlan Mikrobiologi;
d. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan;
e. Seksi Sertifikasi dan Layanan lnformasi Konsumen;
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i. Subbagian lata Usahal
g. KelomPok Jabatan Fungsional '

Pasal 20

Seksi Pengujian Produk Terapetik' Narkotika' Obat Tradls;onal' Kosmetik dan Produk

Komplimen mempunyai tugas meraxukan ptnyu'untt tuntunu dan program serta evaluasi

dan oenvusunan laporan petarsanaan pittiittutn secara laboratorium' pengujian dan

;ffiilffii;i ;il;ng p;;k tetup'tik narkotika' obattradisional' kosmetik dan produk

komplimen.

Pasal 21

Seksi Pengujlan Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program

serta eval,.rasi dan penyusunan raporai pelaksanaar pemeriksaan secara laboratorium'

p.rgrjlr; im peniiaian mutu di bidang pangan dan balran berbahaya'

Pasal 22

Seksi Pengulian N4ikrobiologl rnempunyai tugas melakukan penytlsunanJencana dan pro'

oram serta evaluasi dan penyusu;an l iporan pelaksanaan pemeriksaan secara

Lnorutot.irt pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologt

Pasal 23

seksi Pemeriksaan dan Penyidlkan mempunyai tugas ineiakukan penyusunan rencana

dan program seda evaluasl0an penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat'

0en0ambilan contoh untuK pengullan' dan pemeriksaan sarana produlsi distribusi dan

i.ffi; il;il;;;tttu'p.nv'ol"lun r"us pelanggaran hukum di brdarrg produk terapetik'

rr*.iiir, piif.ttpika dan zat adlktif lain, obat tiadlsional' kosmetik' produk komplimen'

pangan dan bahan berbahaya' 

pasar 24

Seksi Sert i f ikasi  dan Layanan lnformasi Konsumen mempunyai tugas melakukan

oenvusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laplran pelaksanaan

!rliri|<.ri pr-.oti, t.iana prooJrsi oan cistribusi terlentu dan iayanan informasiKonsumen'
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Pasal 25

SUbbagian Tata Usaha mempUnyaitUgaS memberikan peIayanan teknis dan administr:asl

di lingkungan Balai.

' Pasal 26

Pengawasan obat dan ntakanan di pelabuhan dan perbatasart d lakukan oleh Satuan
Kerji Balai Pengawas Obat dan Makanan yang bedanggung jawab kepada Kepala Balai
Pengawas Obat dan Makanan melalui Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan

BAB II I
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan keglatan sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraiuran perunCang-undangan yang
berlaku.

Pasat  ld

(1) Kelompok Jabatan Fungslonal terdir l  dar i  Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi
dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, darr iabaian fungsional lain sesuai
dengan bidang keahliannya.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebag3imana dimaksud pada ayat
(1), dikoordinasikan oieh lenaga fungsional senior yang dltuniuk oleh Sekretaris Utama
Badan Pengawas 0bat dan N4akanan.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimakstrd pada ayat ( '1) '  d i tentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerla

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana d maksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan peraturan pe ru ndang-und angan yang berLaku



BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan iugas, para nepala BidanE' para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian

;;i; i#;;;i;;;n.i.ipt"n p'in'ilroordina"si' intesrasi dan srnkronisasi di lingkungan

U nrt Pelaksana Ieknis d i ling ku ngan tsad an Pengawai Obat c an t\4akan an sesuai dengan

tugas masing-masing

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organlsas wajLb mengawast bawahan masin!'masmg dan apabila

terradi penyimpangan agar mengarnbil langkah-langkalr yarg dlperldkan sesual 0engan

keientuan peraturan pe rund ang-u ndangan yang berlaku

BADAN PENGAWAS OBAT DAI] MAKAIIT'N

Pasal 31

ff ni :Iffi l; xi:T,.Tx* T: ff :il:: Tlfff : J,'#I 3:1ffi I ff l3$:r[::::l
tugas bawahan.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikulidan n'lematuhi p€tuniuk serta

bertanggung jawab pada alasan rnaslng-masing din menyampaikan laporan berkala dan

berjenjang tePat Pada waktunYa

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan' wajib diolah dan

OUr,[fJt ,.n.g.ibahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk bagi bawahan.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tenlbusan laporan wajib disampaikan pula

prOa satuan organisasi lain yang secara fungsional mernpun/ai hubungan keria
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Pasal  35

Dalam melaksanakan tugas, seljap plmpinan saluan organisasl dibantu oleh para kepala
situan organisasi di bawahnya dan daiam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan'
wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V
LOKASI

Pasal 36

Sejak ditetapkannya Keputusan ini ierdapat 26 (dua puluh enam) Urit Pelaksana Teknts
di lingkungan Badan Pengavras Obat dan llakanan, yaitu 12 (dua belas) Balai Besar
Pengawas 0bat dan Makanan dan 14 (empat belas) Balai Pengawas Obat dan Makanan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-1 Kepuiusan ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 37

Perubahan organisasi dan tata kerla Unit Pelaksana Teknis di iingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas 0bal
dan l\,4akanan setelah terlebih dahulu mendapal persetujuan tedulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bjdang pendayagunaan aparatur regara.

BAB VIJ
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

'Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lrngkungan Badan Per,gawas 0bat dan ['1akanan
pada Lampiran-2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



ti.
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Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggai 17 Mei 2001

KEPALA BADAN
S OBAT DAN MAKANAN



BADAN PENGAWAS OBAT DAI\ MAKANAN

LanrDiran 1
Keputusan Ke Pa la  Badan
Penqawas Obat dan Makanan
Nornior : 0501 8/SI(KBPOli'4'

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEI(NIS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH KERJA

Balal Besar POM di Banda Aceh

Balai Besar P0lM di I'ledan

Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Besar
Kabupaten Aceh Selatan
Kabupaten Aceh Tengah
Kabupaten Aceh Timur
Kabupaten Aceh lltara
Kabupaten Pidie
Kabupaten Aceh Singkil
Kabupalen Simeuleu
Kabupaten Bireuen
Kota Banda Aceh
Kota Sabang

Kabupaten Asahan
Kabupaten Dairi
Kabupaten Deliserdang
Kabupaten Karo
Kabupaten Labuhanbatu
Kabupaten Langkat
Kabupaten Nias
Kabupaten Simalungun
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Tapanuli Tengah
Kabupaten Tapanuli Utara
Kabupaten Toba Samosir
Kabupaten Mandailing Natal
Kabupaten Aceh Tenggara
Kota lVedan
Kota Pematang Siantar

UNIT PELAKSANA TEKNIS



UNIT PELAKSANA TEKNIS

Balai Besar P0M di Palembang

Balai Besar POM di Jakarta

Balai Besar POM di Bandung

BADAN PENGAVJAS OBAT DAN I'IIAKANAN

- KotaTanjung Balai
- Kota Binjai
- Kota Sibolga
- Kota lebing Tinggi

- Kabupaten Bangka
- Kabupaten Belitung
- Kabupaten Muara Enim
- Kabupaten lMusi Banyuasin
- Kabupaten Ogan Komering
- Kabupaten Ogan Komering
- Kota Palembang
- Kota Pangkal Pinang

- Kota Jakaria Barat
- Kota Jakada Pusat
- Kota Jakarta Selatan
- Kota Jakada Timur
" Kota.jakarta Utara
.  K e h r r n . r i o n  I  o h e l r

. Kabupaten Pandeglang

.  Krhr rnetan (arenn

' Kabupaten Tangerang
.  ( : h r r n e t o n  R n n n r

Kabupaien tsekasi
Kota Tangerang
i(ota Cilegon
Kota Bogor
Koia Depok
Kota Bekasi

WILAYAH KERJA

Kabupaten Bandun!
Kabupaten Cianjur
i(abupaien Ciamis



UNIT PELAKSANA TEKNIS

Balai Besar P0lt4 di Semarang

BADAN PENGAWAS OBAT OAIJ [1AKAi'IA}I

WILAYAH KERJA

Kabupaten Cirebon
Kabupaten Garut
Kabupaten Indramayu
Kabulraten Karawang
Kabupaten Kuningan
Kabupaten I,/aialengka
Kabupaten PuMakarta
Kabupaten Subang

- Kabupaten Sukabumi ,
- Kabupaten Sumedang
- Kabupaten TasikmalaYa
- Kota Bandung
- Kota Sukabumi
- Kota Cirebon

l(abupaten Banjarnegara
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Batang
Kabupaten Blora
Kabupaten Boyolali
l(abupaten Brebes
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Demak
Kabupaten Jepara
l(abupaten Grobogan
Kabupaten KaranganYar
K;rbupaten Kebumen
Kabupaten Kendal
Kabupaten Kudus
KabuF,aten Pati
Kabupaten Pekalongan
Kabuoaten Pemalang
Kabupaten Purbalingga
Kabrpaten Rembang



w7
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Balai Besar P0lvl di Yogyakarta

Balai Besar P0M diSurabaya

Vi iLAYAH KERJA

Kabupaien Semarang
Kabupaten Sragen
Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Tega
Kabupaten Temangg ung
Kabupaten WonogLn
Kabupaten Wonosobo
Kota Semarang
l(ola Pekalongan
Kota Sa atiga
Kota Tegal
Kcta Su;akala

Kabupaten Bantul
Kabupaten Gunu rgkidu
Kabupaten Kulonprogo
l { r h ,  ! n r t a n  q  6 m r n

K : h r r n : l p n  K l a t o n

Kab,rpaten lvlagelang
Kabupalen Punvorejo
Kota Yogyakarta
Kota fMagelang

Kabupaten Bangkalan
t _ / ^  t  , , ^ ^ r ^ ^  D t ; r ^ .r \ d u u P o r s  r L r r  r o l

Kabupaten Bojonegoro
Kabupaten Jombang
Kabupaten Ked ri
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Lunrajang
Kabupaten Madiun
Kabupaten l\4agetan
Kabupaten Maiang
Kabupaten [,4ojokerto

UNIT PELAKSANA TEKNIS
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UNIT PELAKSANA TEKNIS

Balai Besar POM di Denpasar

WILAYAH KERJA

KabUpaten Nganjuk
Kabupaten ngawt
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Situbondo

' Kabupaten Pasuruan
. Kabupaten Pacitan
- Kabupaten Ponorogo
- Kabupaten Probolinggo
- Kabupaten SamPang
- l(abupaten Sidoarjo
' Kabupaten Sumenep
" Kabuoaten Gresik
- Kabupaten Trenggalek
- Kabupaten Tuban
- Kalrupeten Tulung Agung

Kota SurabaYa
Koia Blitar
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Probclinggo
Kota Mal3ng
Kota lVoiokerto
Kota Pasuruan

Kabupaten Badung
Kabupaten Bangli
Kabupaten Buleleng
Kabupaten Gianyar
Kabupaten Jembrana
fiabupaten Karangasem
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Tabanan
Kobupaten BanYuwangi
Kabupaten JemberI
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No, UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH KERJA

10.

1 1

Balai Besar POI'/ di Makassar

Balai Besar POM di N4anado

l(abupaten tsondowoso
Kota Denpasar

( . h , , ^ r t o n  R r n i r a n .

Kabupaten Barru
Kabupaten Bone
Kabupaten Bulukumba
Kabupaten Enrekang
Kabupaten Gowa
f . h l ^ . t : n  l o n a n ^ n l ^

Kabupaten Luwu
Kabupaten Majene
l(abupaten N4amuju
Kabupaten N,4aros
Kabupaten Pangkalene
Kepulauan
Kabupaten Pinrang
Kabupaten Polewali lvlamasa
Kabupaten Selayar
Kabupaten Sidenreng Rappang
Kabupaten Sinjai
l ( e h , ' r : t o n  a n r , n a n n

Kabupaten Takalar
( r h , , n r t o n  T : n e  T n r e  r

Kabupaten Walo
i ( . h , rn . ton  I  r r r r r r r  I  l t r r e

Kota Makasar
l(ota Pare-pare

Kabupaten Bo aang l\y'ongondow
K a h r  r n e i o r r  G ^ r ^ n l r  ^

l (rhr r^rton l \ ,4inrhrc,

Kabupaten Sangir Talaud
Kabupaten Ilaluku Utara



EADANP ENG AS OBATDAN MAKANAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH KERJANo.

12.

1 3 .

Balai  Besar POll  dl  JaYaPura

Balai POltl di Padang

Kabupaten Halmahera Tengah
Kabupaterr Boalemo
Kota l/an:do
Kota Gorontalo
Kota Bitung
Kota'iernate

Kabupaten Fakfak
Kabupaten Jayapura
Kabupalen Jayawljaya
Kabupaten lvlanokwari
Kabupaten N4erauke
Kabupaten Paniai
Kabupaten Sorong
Kabupaten Biak Numfor
Kabupaten Yapen WaroPen
Kabupaten Puncak Jaya
Kabrtpaten Nabire
Kabupaten Mimika.
Kota Jayapura
Kota Sorong

Kabupaten Agam
Kabupaten LimaPuluh Kota
Kabupaten Padang Pariaman
Kabupaten Pasaman
Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
Kabupaten Solok
Kabupaten Tanah Datar
Kabupaten Kepulauan N/entawai
Kabupaten Kerlnci
Kota Bukittinggi



WILAYAH KERJAUNIT PELAKSANA TEKNIS

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAII

Balai POM di Pekanbaru

Balai POM di Jambi

Kota Padang
Kota Sawah Lunto
Kota Padang Paniang
Kota Payakurnbuh
Kota Solok

Kabupaten Bengkalis
Kabupaten lndragiri Hulu
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Kantpar
Kabupaten Kepulauan Riau
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Siak
Kabupaten Karimun
Kabupaten Natuna
Kabupaten Kuantan Singingi
Kota Pekanbaru
Kota Dumai
Kota Aatam

Kabupaten Batanghari
Kabupaten Bungo
Kabupaten Tebo
l(abupaten N,4erangin
Kabupaten Sarolangun
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kabupaten l\/uara Jambi
Kota.iambi



WILAYAH KERJAUNIT PELAKSAN,\ TEKNIS

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Balai POM di Pontianak

Balai P0N4 di Palangkaraya

l(abupaten l\4anggarat
Kabupaien Ngada
Kebupaten Sikka
Kebupaten Timor Tengah Selatan
Kabupaten Timor Tengah Utara
Kabupaten Lembata
Kota Kupang

Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Ketapang
Kabupaten Pontianak
K r h , , n i i o n  q . r m h r c

Kabupaten Senggau
Kabupaien Sintang
Kabupaien Bengkayang
Kabupaten Landak
Kota Pontianak

Kabupaler Barilo Selatan
K , h  , . . ' o n  R , . 1 .  I  l l r r r

Kabupaten Kapuas
Kabupaten Kotawaringin Earat
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Palangkaraya
Koia Palangkaraya

Kabupaten Banjar
l {  .hr r^r ian Reri in Kr rel :

Kabupaten Kotabaru
Kabupaten Hulu Sungar Selatan
Kabupaten Hu u Sungai Tengah
Kabupaten Hulr.l Sungai Utara
Kabupaten Tabalong

Balal PO[/ di Banjarmasin



UNIT PELAKSANA TEKNIS

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Balai POlM di Samarinda

Balai POM di Kendari

Ealai POM di Palu

WILAYAH KERJA

Kabupaten Tanah Laut
iiabLrpaten Tapin
Kota Banjarmasin
Kota Banjarbaru

Kabupaten Berau
Kabupaten Buldngan
Kabupaten Kutai
Kabupaten Paslr
Kabupaten Kutai Timur
Kabupaten Kutai Barat
Kabupaten Malinau
Kabupaten Nunukan
Kota Samarinda
Kota Balikpapan
Kota Tarakan
l(ota Bontang

Kabupaten Buion
KabL,paten Kendari
Kabupaten Kolaka
Kabupaten lvluna
Kota Kendari

Kabrpaten Banggai
l(abrpaten Toli-toli
Kabupaten Donggala
Kabupat€n Poso
Kaoupaten Buol
Kabupaten Banggai Kepulauan
Kabupatcn Morowaii
Kota Palu



EAOAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No, UNIT PELAKSANA TEKNIS W!LAYAH KERJA

zo. Balai POlr/ di Ambon Kabupaten l\ilaluku Tengah
Kabupaterr Maluku Tenggara
Kabupaten Buru
Kabupaten N4aluku Tenggara
Barat
Kota Ambon



BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

BIDANG
PENGUJIAN PRODUK

TEMPETIK. NARKOTIKA
OBAT TRADISONAL, KOSMETIK

DAN PRODUK KOMPLIMEN

BIDANG
PENGUJIAN

PANGAN DAN
BAHAN BERBAHAYA

BIDANG
PENGUJIAN

MIKROEIOLOGI

B]DANG
PEIIERIl(SMN

OAN PENYIDIKAN

SEKSI
PEfulERIKSMN

Lanpiran 2
Keputusan (epala Badan
Penqawas obat dan l,lakanan
Nomior 0501&TSKKBP0M

BIDANG
SERTIFIKASI
DAN LAYANAN

INFORMASI KON SUME N

gEKSi
LAYANIN INFORi\,iASI

KONSUMEN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SAIUN IGRJA OI
PE|.A8UM}I / PEREAIASAd



KELOMPOK JABATAN T.UNGSIONAL

]l
--i-

SATUAN KERJA DI
PELABUHAi{ / PERBATASAN


